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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang dilakukan pada 

BAB sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan dari hasil peneliti lakukan: 

1. Dari pengangkatan anak bagi orangtua angkat, melainkan untuk para 

pihak dalam pengangkatan anak hampir sama dan seragam 

sebagaimana tertuang dalam perkara permohonan dan putusan 

Pengadilan Agama, namun ada makna tersirat lainnya yang berbeda, 

yaitu ingin membantu pengasuhan anak (pendidikan, kesehatan dan 

depannya), membantu pihak orangtua kandung yang terbebani dengan 

ekonomi dalam pengasuhan anaknya, membantu pihak orangtua angkat 

yang kesepian tidak memiliki anak, agar ada yang masuk menjadi 

daftar penerima tunjangannya sebagai PNS, menjadi pemantik 

(pemancing) lahirnya anak dari orangtua angkat, menjadi pembangkit 

semangat dalam berusaha bagi keluarga orangtua angkat. 

2. Di dalam KUH Perdata anak angkat disamakan statusnya dengan anak 

kandung, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas 

membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena pengangkatan anak 

dalam KHI tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat 

dengan orang tua kandungnya. 
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Menurut KUH Perdata bagi anak angkat sama dengan bagi anak 

kandung. Sedangkan di dalam KHI anak angkat mendapatkan 

sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh 

orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI) terkecuali telah mendapakan 

persetujuan dari seluruh ahli warisnya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dalam penelitian: 

1. Kepada para pihak dalam pengangkat anak, dilakukan secara resmi 

sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan 

pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, 

tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu 

terwujudnya kesejahteraan anak. 

2. Pengaturan mengenai pembagian warisan antara Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam mengalami banyak 

perbedaan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di Indonesia 

yang beragam, sehingga hukum yang diterapkan pun berbeda, hal 

tersebut menyebabkan tidak mungkin terjadi unifikasi hukum di 

Indonesia. 
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